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Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi

Mengingat

o

Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di
bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperiukan tata cara
pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia;

Pasal 20, Pasal 21. Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar
Negara Repubilik Indonesiz;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-23.0T.03.01 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2015 -2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

KESATU : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Barat

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, dibantu cleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada dilingkungan Divisi dan Satuan
Kerja Unit Pelaksana Tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Publik bertugas :

1. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

2. Melakukan pemukthahiran informasi, mengkoordinasikan dan
mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi
dari PPID Pembantu;

3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

4. Melaksanakan Dokumentasi; dan

5. Menyediakan Informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT :  Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

ketiga PPID berwenang :

1. Menolak memberikan memberikan informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja’lkomponen/satuan kerja
yang menjadi cakupankerjanya;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu
dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;

5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat
mengumpukan serta memelihara informasi publik dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan
sebagaimgna mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Tanggal 111 September 2023
Kepala Kantor Wilayah
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1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
2. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl
3. Arsip
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INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
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KESATU : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Barat

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
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1. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

2. Melakukan pemukthahiran informasi, mengkoordinasikan dan
mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi
dari PPID Pembantu;
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hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
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Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl;
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Nomor : W.16-5932.HH.01.01 TAHUN 2023
Tanggal : 11 September 2023

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN BARAT
NO JABATAN KETERANGAN

1 2 4

1 | Atasan Pejabat Pengelola Informasi Kepala Divisi Administrasi
danDokumentasi

2 | Pejabat Pengelola informasi Kepala Bagian Program dan Humas
danDokumentasi

3 | Sekretaris PPID Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan Tl

4 | Penanggung Jawab Informasi Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan Tl
dan Dokumentasi

5 | Petugas Informasi Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu

Pada Sub Bagian Humas, RB, dan T|




Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Nomor : W.16-5932.HH.01.01 TAHUN 2023
Tanggal : 11 September 2023

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN BARAT
NO JABATAN KETERANGAN
1 2 4
1 | Atasan Pejabat Pengelola Informasi Kepala Divisi Administrasi
danDokumentasi
2 | Pejabat Pengelola Informasi Kepala Bagian Program dan Humas
danDokumentasi

3 | Sekretaris PPID

Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan Tl

4 | Penanggung Jawab Informasi
dan Dokumentasi

Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan Tl

5 | Petugas Informasi

Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu
Pada Sub Bagian Humas, RB, dan T
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
JL. K.S.Tubun 26 Telp.(0561) 732229-732242 Fax.(0561) 762624 Pontianak 78121
Email kanwikalbar@kemenkumham.go.id

PENGAYOMAN

Nomor : W.16-HH.01.01- 5933 11 September 2023
Sifat - Segera
Lampiran -1 (Satu)
Hal - Laporan Permintaan Data Dukung Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl

di Jakarta

Menindaklanjuti surat Arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Melalui surat Nomor: SEK-HH.01.03-63 perihal Permintaan Data Dukung Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami
laporkan Data Dukung Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi Publik Tahun
2023 untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. (dokumen
terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Wilayah,
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Pria Wibawa,
NIP. 19650728 198803 1 001
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PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
JL. K.S.Tubun 26 Telp.(0561) 732229-732242 Fax.(0561) 762624 Pontianak 78121
Email kanwikalbar@kemenkumham.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

- W.16-HH.01.01- 5933 11 September 2023
. Segera

: 1 (Satu)

: Laporan Permintaan Data Dukung Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di Jakarta
Menindaklanjuti surat Arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Melalui surat Nomor: SEK-HH.01.03-63 perihal Permintaan Data Dukung Monitoring dan

Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami

laporkan Data Dukung Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun

2023 untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. (dokumen

terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

Tembusan

1. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama.



A. KUALITAS INFORMASI

I | INFORMASI WAJIB BERKALA

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.16-HH.01.01- 5933
Tanggal : 11 September 2023

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

Informasi Terkait Tugas Dan Fungsi
Utama Kementerian/Lembaga/Badan

A | Informasi tentang profil
Kementerian/Lembaga/Badan

- Para Pimpinan Kantor
Wilayah

hitps://kalbar.kemenkumham.go.id/profil

Pimpinan tertinggi Kantor Wilayah Biro Hukerma, masing- masing

(profil-pejabat

Kanwil




B. PELAYANAN INFORMASI

KUESIONER

BUKTI PELAKSANAAN / DATA
DUKUNG

(dapat berbentuk link website atau
google drive)

PENJELASAN BUKTI
PELAKSANAAN

PENANGGUNG JAWAB

IV |PELAYANAN INFORMASI DI
TINGKAT KANTOR
§_§_<}I~O>m&z@cz__ﬂ_\¢mxr_> 2
IATAU PPID PELAKSANA . 1
PPID Pelaksana Tingkat Kantor
Wilayah/Cabang
2 | Nama website kantor wilayah atau  |hitps:/kalbar.kemenkumham.go.id/ Alamat link website kantor Seluruh Kanwil
Cabang . . wilayah/cabang
a | Informasi Wajib Berkala - : https://kalbar.kemenkumham.go.id/pusa | alamat link websie yang Seluruh Kanwil *
t-informasi/ppid/daftar- menyajikan informasi wajib
informasi#informasi-berkala berkala lengkap sesuai Perki
1/2021 tentang SLIP.
Ketidaklengkapan menghilangkan
) 4 nilai ) .
b | Informasi Tersedia Setiap Saat https://kalbar. kemenkumham.go.id/pusa | alamat link websie yang Seluruh Kanwil

t-informasi/ppid/daftar-

informasi#informasi-setiap-saat

menyajikan informasi tersedia
setiap saat lengkap sesuai Perki
1/2021 tentang SLIP.
Ketidaklengkapan menghilangkan
nilai




¢ | Daftar Informasi Publik

hitps://kalbar.kemmenkumham.go.id/pusa
t-informasi/ppid/daftar-informasi

alamat link websie yang
menyajikan Daftar Informasi
Publik lengkap sesuai Perki
1/2021 tentang SLIP.
Ketidaklengkapan menghilangkan
nilai

Seluruh Kanwil

d | Permohonan informasi online (bukan

mengunduh formulir permohonan)

https://kalbar.kemenkumham.go.id/pusa
t-informasi/ppid/formulir-permohonan-
informasi

alamat link atau aplikasi android,

dan tidak
dalam bentuk unduh dokumen

Seluruh Kanwil

C.SARANA PRASARANA
KUESIONER

LAYANAN DIFABEL

BUKTI PELAKSANAAN / DATA
DUKUNG
(dapat berbentuk link website atau
google drive)

PENJELASAN BUKTI
PELAKSANAAN

PENANGGUNG JAWAB

e

Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas

1 >wmmm_c___zmm ﬁ_ﬁ. Aksara

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.kemenkumham.kalbar
&hl=id-1Dt

Zu__xma Web Launcher yang dapat
membacakan berita dan layanan
Kanwil melalui suara

Seluruh Biro, Unit Eselon |, dan
Kanwil




